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[bookmark: _Toc204869380]ABSTRAK
Angelica Mulya Nova Kirana. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Etika Atas Penggelapan Pajak. Dibimbing oleh Ibu Eka Febriani. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap etika atas penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data primer berupa kuesioner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 342 wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman yang terdaftar di Bapenda Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 4 dan menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak.
Kata Kunci: pemeriksaan pajak; sanksi pajak; keadilan pajak; etika atas penggelapan pajak



ABSTRACT
Angelica Mulya Nova Kirana. The Effect of Tax Audits, Tax Sanctions, and Tax Justice on Ethics of Tax Evasion. Guided by Mrs. Eka Febriani. This study aims to prove the effect of tax audits, tax sanctions, and tax justice on ethics of of tax evasion. This study used quantitative methods and primary data in the form of questionnaires. The respondents in this study were 342 taxprayers of certain goods and beverages on food and beverages registered on Bapenda of Samarinda. This study used Smart-PLS with PLS-SEM method. The results of this study indicate that tax audits, tax sanctions, and tax justice have significant and positive effect on ethics of tax evasion.
Keywords: tax audits; tax sanctions; tax justice; ethics of tax evasion
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	Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kewajiban terutang orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara kangsung dan dimanfaatkan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dari pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya penerimaan pajak seperti kurang berlakunya sanksi pajak yang telah ditetapkan di Undang-undang, kurangnya keadilan di Indonesia, minimnya keadilan yang didapatkan wajib pajak, dan lain-lain. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa pajak hanya akan mengurangi pendapatan mereka saja karena tidak terlalu merasakan manfaat membayar pajak dan cenderung untuk menghindari membayar pajak dan melakukan penggelapan pajak (Christina & Ngadiman, 2022). Dengan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak, mereka akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dengan sengaja dengan melanggar undang-undang yang berlaku. Dengan melakukan penggelapan pajak, wajib pajak bisa dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pemahaman pajak yang minim, pelayanan aparat yang tidak optimal, teknologi yang kurang layak, dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera (Yuliyanti et al., 2017). Dengan masyarakat menggelapkan pajak, maka masyarakat tersebut tidak memiliki etika yang baik dan merupakan tindakan yang buruk karena telah merugikan negara dan telah melanggar peraturan yang berlak
	Realisasi penerimaan PBJT atas makanan dan minuman di Kota Samarinda sudah memenuhi target, akan tetapi masih banyak restoran yang tidak patuh. Hal ini tercantum dalam Kaltimku.id yang menyatakan masih banyak pelaku usaha kuliner di Samarinda yang belum patuh dalam membayar pajak sehingga berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Informasi ini didukung oleh pernyataan dari ketua komisi II DPRD Kota Samarinda yang menyatakan kebocoran pajak restoran di Kota Samarinda cukup tinggi yang dimana pajak dari sektor ini merupakan salah satu sumber utama pemasukan daerah yang mendukung pembangunan kota.
Salah satu bentuk ketidakpatuahn wajib pajak berupa tindakan penggelapan pajak. Contoh penggelapan pajak yang terjadi di salah satu restoran di Samarinda adalah rumah makan S yang diberi spanduk oleh pemerintah yang bertuliskan “Wajib Pajak Tak Bayar Pajak” dikarenakan pemilik rumah makan S tidak membayarkan pajak yang seharusnya ia bayar. Rumah makan tersebut menerapkan pajak 10% untuk tiap transaksi yang dititipkan untuk disetor ke kas daerah tetapi rumah makan tersebut tidak membayarkannya. Rumah makan S ini rutin melaporkan terkait pajak 10% setiap bulannya, tetapi tidak menyetorkan uangnya. Sanksi dari penggelapan pajak tersebut, rumah makan S bisa disita atau ditutup karena tidak memenuhi panggilan Bapenda dan tidak membayarkan kewajibannya (Ainur Rofiah, 2023).
Penggelapan pajak merupakan tindakan yang ilegal dan tidak etis. Tindakan ini melanggar hukum dan prinsip keadilan. Beberapa faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak diantaranya adalah sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan keadilan pajak (D. Putri et al., 2022); (Felicia & Erawati, 2017). Dampak dari penggelapan pajak restoran bagi pemerintah daerah adalah penerimaan pajak menjadi tidak maksimal yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi berkurang sehingga penyaluran fasilitas seperti puskesmas, perbaikan jalan, penerangan lampu jalan tidak dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Penggelapan pajak juga akan berdampak bagi negara seperti pendapatan utama negara yang berasal dari perpajakan akan berkurang dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi macet dan pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Jika penggelapan pajak ini terjadi terus menerus, PAD akan semakin berkurang dan akan menyebabkan sedikitnya pemasukan dan akan menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami defisit. Konsekuensi dari defisit tersebut adalah pemerintah daerah harus mejual aset daerah sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan atau berutang karena dana tidak tersedia di kas daerah.
Teori keadilan digunakan untuk mengetahui perpajakan dalam suatu negara sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Jika wajib pajak tidak mendapatkan perilaku yang adil, maka perilaku mereka akan menjadi tidak etis karena mereka akan melakukan penggelapan pajak. Prinsip keadilan paling dasar menurut (Aristoteles, 2004) adalah yang setara harus diperlakukan sama dan yang tidak setara diperlakukan tidak sama. Dalam hukum semua orang itu sama dan tidak ada yang diistimewakan. Jika orang menjalankan kewajibannya maka orang tersebut akan memperoleh haknya yang setimpal. Menurut Aristoteles, ada dua ukuran keseimbangan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional (M. Is et al., 2022). Kesamaan numerik adalah setiap manusia dianggap sama dalam satu unit seperti setiap orang di mata hukum itu sama tidak ada yang diistimewakan. Kesamaan proporsional adalah setiap orang akan diberikan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan atau prestasinya. Dengan begitu, sesuai dengan prinsip keadilan maka, jika wajib pajak membayarkan pajak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, mereka akan mendapatkan haknya dari pemerintah.
Menurut PMK Nomor 207/PMK.07/2018, pemeriksaan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara objektif dan profesional untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. 03/2013 pasal 2, tujuan diadakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak restoran, wajib pajak menyerahkan SKPD kepada petugas pelayanan pajak untuk memeriksa dan mengoreksi jika adanya kesalahan penginputan data. Pemeriksaan pajak ini juga dapat meminimalisir perilaku tidak etis wajib pajak yaitu penggelapan pajak yang dilakukan karena saat dilakukannya pemeriksaan pajak dibutuhkan data yang valid dan informasi yang mendukung. Dengan sering dilaksanakannya pemeriksaan pajak akan mengubah persepsi wajib pajak menjadi perilaku yang etis karena tidak melakukan penggelapan pajak dan sebaliknya semakin jarang dilaksanakannya pemeriksaan pajak, maka akan mengubah pemikiran wajib pajak menjadi perilaku tidak etis yaitu dengan wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak akan menganggap jika tidak diperiksa maka akan tidak ketahuan untuk melakukan penggelapan pajak.
Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang menyalahi aturan perpajakan. Sanksi pajak juga digunakan untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak karena semakin berat sanksi yang diberikan kepada pelanggar, maka akan mengubah perilaku wajib pajak menjadi etis sehingga wajib pajak akan merasa enggan untuk melakukan penggelapan pajak dan sebaliknya semakin ringan sanksi yang diberikan kepada pelanggar, maka akan mengubah perspektif wajib pajak untuk melakukan tindakan tidak etis yaitu dengan melakukan penggelapan pajak. Sanksi pajak telah diberlakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pelanggaran, tetapi masih banyak kasus penggelapan pajak, yang menunjukkan bahwa sanksi tersebut masih lemah dan tidak efeltif (Putu et al., 2021). Sanksi yang didapatkan dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi yang diberikan pun harus memberi efek jera bagi pelanggar agar wajib pajak enggan untuk melakukan penggelapan pajak dan takut untuk melakukan penggelapan pajak. 
Keadilan pajak adalah konsep sistem perpajakan dalam suatu pemerintahan yang harus adil bagi warga negara yang telah membayarkan sebagian hasil pendapatan mereka untuk membayarkan pajak kepada negara. Dalam perundang-undangan pengenaan pajak harus adil dan merata, serta harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak (Christina & Ngadiman, 2022). Adil dalam undang-undang adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak (Averti & Suryaputri, 2019). Keadilan pajak mencakup 2 hal, yaitu keadilan vertikal yang berupa wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tinggi dan keadilan horizontal, yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan yang sama, maka pajak yang dipungutpun juga sama (Soemarsono, 2007). Dalam pembayaran pajak wajib pajak juga harus diberi hak untuk mengajukan keberatan dan banding, hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran. Hak yang didapatkan dari pembayaran pajak juga berupa layanan publik, infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Jika wajib pajak mendapatkan keadilan dalam pembayaran pajak, maka hal tersebut akan mengubah perilaku wajib pajak menjadi beretika sehingga enggan melakukan penggelapan pajak dan jika wajib pajak tidak mendapatkan keadilan pajak, maka wajib pajak akan melakukan tindakan tidak etis yaitu melakukan penggelapan pajak yaitu dengan membayar pajak tidak sesuai atau bahkan tidak membayarkan pajaknya sama sekali.
Wajib pajak orang pribadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)  makanan dan minuman yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Samarinda dan yang membayar PBJT melakukan pembayaran pajak dengan cara self assessment system  yang dimana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Kota Samarinda memiliki 2.125 wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman yang terdata di Badan Pendapatan Daerah Samarinda tahun 2025. Dilihat dari kewajiban yang dijalankan wajib pajak tersebut terdapat peluang penggelapan pajak dan dengan banyaknya pengunjung restoran tersebut adanya kemungkinan wajib pajak tidak melaporkan semua pajak yang telah dibayarkan konsumen. Melihat dari latar belakang yang sudah dipaparkan, fenomena ini menarik untuk diteliti karena untuk melihat pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak di restoran berpengaruh terhadap etika atas penggelapan pajak atau tidak.
[bookmark: _Toc204869386] Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:
1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh pada etika atas penggelapan pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada etika atas penggelapan?
3. Apakah keadilan pajak berpengaruh pada etika atas penggelapan pajak?
[bookmark: _Toc204869387] Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap etika atas penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap etika atas penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap etika atas penggelapan pajak.
4. Untuk mencakup rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau Bapenda Samarinda
[bookmark: _Toc204869388] Manfaat Penelitian
1.1.1. [bookmark: _Toc191539221][bookmark: _Toc204869389]Manfaat Teoritis
Dengan adanya penelitian ini wajib pajak bisa membayarkan pajak sesuai dengan penghasilannya masing-masing dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini.
1.1.2. [bookmark: _Toc191539222][bookmark: _Toc204869390]Manfaat Praktis
1.1.2.1.  Manfaat bagi Wajib Pajak
[bookmark: _Hlk161055579]Penelitian ini bermanfaat bagi wajib pajak untuk memahami dampak dari penggelapan pajak dan memahami sanksi dari penggelapan pajak.
1.1.2.2.  Manfaat bagi Bapenda
 Manfaat yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah sebagai informasi untuk menilai wajib pajak orang pribadi yang membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)  makanan dan/atau minuman. Dengan adanya informasi tersebut bisa membantu Bapenda dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
1.1.3. Manfaat Regulasi
Penelitian ini memiliki manfaat dan bisa memberikan saran dan informasi bagi pemerintah daerah Kota Samarinda mengenai perilaku wajib pajak orang pribadi yang membayar PBJT makanan dan/atau minuman mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). Dengan informasi yang telah diberikan, pemerintah dapat mengolah informasi tersebut dalam pembuatan regulasi terkait PBJT makanan dan/atau minuman.
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[bookmark: _Toc204869391]BAB II
KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc204869392]2.1. Landasan Teori
[bookmark: _Toc191539225][bookmark: _Toc204869393]2.1.1. Teori Keadilan
[bookmark: _Toc191539226]Teori keadilan merupakan suatu dasar untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya. Menurut Rawls, teori keadilan adalah jalan untuk menuju masyarakat yang tidak hanya memastikan bahwa setiap anggota memiliki kebebasan dalam mengejar tujuan hidupnya, tetapi juga berusaha mewujudkan kesetaraan antar anggota. Menurut Aristoteles, ada ukuran keseimbangan yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional (M. Is et al., 2022).
a. Kesamaan numerik 
Kesamaan numerik adalah setiap manusia itu dianggap sama dalam satu unit seperti dalam hukum semua orang itu sama atau setara dalam artian tidak ada yang diistimewakan. Fiskus harus menjalankan kewajibannya dengan memeriksa pajak wajib pajak tanpa memandang wajib pajak tersebut dan tetap harus objektif dalam pemeriksaan, tidak memihak dan tidak memandang wajib pajak tersebut dan sanksi yang diberikan juga sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar tanpa memandang wajib pajak karena semua orang dianggap sama dimata hukum. Dengan memeriksa pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, tidak memandang pekerjaan dan status sosial wajib pajak, dan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan keadilan pajak yang akan merubah persepsi sehingga wajib pajak berperilaku etis dan tidak melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak akan beranggapan bahwa pajak bersifat adil, sehingga tidak akan melakukan kecurangan penggelapan pajak. 
b. Kesamaan proporsional 
Kesamaan proposional adalah setiap orang diberikan haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Saat membayarkan pajaknya wajib pajak juga harus mendapatkan haknya karena ia telah melaksanakan kewajibannya. Dengan begitu akan mengubah persepsi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak sehingga wajib paka berperilaku etis.
Menurut Aristoteles, ada lima jenis keadilan, yaitu (Saleh et al., 2024):
a. Keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa mempertimbangkan jasa-jasa yang telah diberikan
b. Keadilan distributif, yaitu perlakuan memberikan hak berdasarkan kontribusi yang telah diberikan orang tersebut
c. Keadilan kodrat alam, yaitu perbuatan memberi sesuatu pada seseorang berdasarkan apa yang telah kita terima dari orang tersebut
d. Keadilan konvesional, yaitu perlakuan menuntut ketaatan terhadap peraturan hukum
e. Keadilan perbaikan, yaitu perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.
Menurut Adam Smith ada tiga prinsip pokok keadilan komutatif, yaitu (Rusni, 2022):
a. Prinsip No Harm
Prinsip ini adalah prinsip paling utama dalam keadilan. Prinsip no harm atau tidak merugikan orang lain. Prinsip ini menganut tidak merugikan hak orang lain sebagaimana dirinya tidak mau dirugikan oleh orang lain. Prinsip ini bertujuan agar tiap orang dapat menahan dirinya untuk tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. 
b. Prinsip Non Intervention
Prinsip non intervention atau prinsip tidak campur tangan adalah tidak seorang pun boleh mencampuri kepentingan orang lain. Campur tangan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu kerugian atau ketidakadilan. Pemerintah tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan masyarakat tanpa alasan yang jelas karena itu dianggap melanggar privasi dan dianggap sebagai pelanggaran keadilan.
c. Prinsip Keadilan tukar
Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang adil. Prinsip ini merupakan penerapan lebih lanjut dari prinsip no harm secara khusus antara satu orang dengan yang lainnya dalam pasar. 
[bookmark: _Toc204869394]2.1.2. Etika Penggelapan Pajak
[bookmark: _Toc191539227]Etika adalah perilaku seseorang yang baik maupun buruk dalam kehidupannya (Veronika & Saleh, 2019). Etika berkaitan erat dengan moral dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perilaku buruk (H. Putri, 2017). Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan wajib pajak untuk tidak membayarkan pajak untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar peraturan yang berlaku. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, masyarakat akan merasa berat dan cenderung akan melakukan perlawanan. Menurut Pudyatmoko (2009), perlawanan terhadap pajak dikelompokkan menjadi dua perlawanan, yaitu:
a. Perlawanan pasif
Perlawanan pasif ini terdiri dari kendala-kendala yang mempersulit pemungutan pajak. Perlawanan pasif timbul karena keadaan yang ada di lingkungan wajib pajak bukan dari wajib pajak itu sendiri. Hambatan ini muncul karena struktur ekonomi sebuah negara, perkembangan intelektualitas, pendidikan moral masyarakat, dan sistem pajak yang tidak mudah diterapkan.
b. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan secara langsung untuk menghindari pajak. Perlawanan ini muncul dapat berupa (a) penghindaran pajak dengan menghindari pembelian barang yang memungut pajak, (b) penggelapan pajak dengan memalsukan dokumen, memalsukan pembukuan, (c) melalaikan pajak dengan tidak memenuhi kewajiban .
Menurut H. Putri (2017), ada beberapa alasan moral yang sering digunakan untuk membenarkan penggelapan pajak seperti tarif pajak yang tinggi, wajib pajak tidak menikmati keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan, dan ketidakmampuan untuk membayar pajak tersebut. Tetapi dengan begitu, tindakan penggelapan pajak tetaplah tindakan yang tidak etis dan terlarang karena dapat merugikan negara dan dapat mengurangi kesejahteraan masyaraakat. Pajak itu sendiri dibayar oleh wajib pajak untuk kepentingan masyarakat bersama. Dengan banyaknya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak, maka pemerintah akan susah untuk menyalurkan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat karena berkurangnya kas yang masuk ke negara dan akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. 
Untuk mengukur variabel ini menggunakan beberapa indikator seperti tidak melaporkan SPT, melakukan pelaporan SPT secara tidak akurat, tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan PKP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, mencoba untuk menyogok fiskus, integritas atau mentalitas aparatur perpajakan atau fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak (Ervana, 2019). Variabel ini juga dapat diukur menggunakan indikator seperti penerapan tarif pajak yang diberlakukan dan pentingnya sikap kooperatif yang baik antara fiskus dan wajib pajak, pelaksaan hukum pajak yang dilakukan masih lemah sehingga terdapat peluang atau kesempatan yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, integritas mental aparatur perpajakan atau fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak, konsekuensi melakukan penggelapan pajak (Paramita & Budiasih, 2016).


[bookmark: _Toc204869395]2.1.3. Pemeriksaan Pajak
[bookmark: _Toc191539228]Salah satu upaya untuk mengurangi penggelapan pajak adalah dengan meningkatkan intensitas pemeriksaan pajak (Widjaja et al., 2017). Menurut Yuliyana et al. (2023), pemeriksaan pajak adalah pengolahan data secara objektif untuk memastikan kepatuhan terhadap perpajakan sesuai dengan undang-undang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. 03/2013 pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak. Menurut Sardana (2014), pemeriksaan terdiri dari:
a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak atau bagian tahun pajak daapt menjadi subjek pemeriksaan untuk menilai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam pemeriksaan kantor ditemukan adanya transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, status pemeriksaan kantor akan diubah menjadi pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini dapat diselesaikan dengan cara membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir (LHP Sumir).
b. Pemeriksaan untuk tujuan lain
Ruang lingkup untuk pemeriksaan ini adalah penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan dengan tujuan lain juga dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Jika wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak, wakil, atau kuasa hukum harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), pemeriksaan pajak dibagi dua yaitu:
a. Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan di tempat tingga, tempat usaha, atau tempat wajib pajak bekerja. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk pemeriksaan analisis risiko. Jangka waktu pemeriksaan lapangan adalah empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi delapan bulan.
b. Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memeriksan data konkret. Jangka waktu pemeriksaan kantor paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi enam bulan.
Pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk menghindari wajib pajak melakukan adanya salah hitung, pencocokan data dan atau alat keterangan (Mardiasmo, 2018). Pada saat pemeriksaan, dokumen-dokumen yang digunakan untuk menunjang pemeriksaan antara lain buku, catatan, laporan keuangan pokok, dan dokumen yang diperlukan lainnya. Semakin intens dan ketat pemeriksaan pajak dilaksanakan maka, wajib pajak akan semakin beretika sehingga tidak melakukan penggelapan pajak dan sebaliknya semakin jarang pemeriksaan pajak dilakukan maka, wajib pajak akan semakin tidak beretika dan akan berindikasi melakukakan penggelapan pajak. 
Dalam peraturan wali kota Samarinda No. 45 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah, pemeriksaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan bukti yang kompeten, pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang telah ditunjuk wali kota, pelaksanaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak, pemeriksa memperlihatkan tanda pengenal pada saat pemeriksaan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, penyidik memiliki hak untuk meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, melakukan penggeledahan memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain untuk mendapatkan bahan bukti.
Dalam Badan Pendapatan Daerah Samarinda terdapat sub bidang pemeriksaan dan pengawasan di bawah bidang pengendalian. Untuk mendeteksi suatu restoran tidak membayarkan seluruh pajak yang dibebankan dengan cara membandingkan data yang masuk dalam aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD). Jika diketahui sebuah restoran tersebut tidak membayarkan pajaknya secara penuh maka, petugas Bapenda akan terjun langsung dan membuat berita acara dan mewawancara pihak yang bersangkutan dan jika tidak sesuai maka, akan diminta data-data 3 bulan terakhir. Petugas memanggil wajib pajak untuk pembahasan kurang bayar. Setelah data diinput, petugas membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kurang bayar.
Variabel ini diukur menggunakan indikator menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan pajak dilakukan oleh sejumlah orang, petugas pajak yang memiliki surat perintah pemeriksaan dan memiliki tanda pengenal, dilakukan pemeriksaan pajak dalam jangka dua tahun, petugas pajak memberi tahu wajib pajak alasan dan tujuan pemeriksaan pajak (Suandy, 2011). Pemeriksaan pajak berfungsi untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, dilakukan pemeriksaan khusus jika ada yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk bertindak jujur, melakukan pemeriksaan secara rutin untuk mengawasi wajib pajak, pemeriksaan pajak harus disertakan dengan sanksi (Christina & Ngadiman, 2022). Jangka waktu pemeriksaan, sikap pemeriksa, prosedur pemeriksaan (Ervana, 2019). 
2.1.4. Sanksi Pajak
[bookmark: _Toc191539229]Sanksi pajak merupakan jaminan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Felicia & Erawati, 2017). Sanksi pajak juga dibuat lebih tegas agar wajib pajak mematuhi dan menaati peraturan-peraturan yang ada untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Menurut Agung et al. (2021), jika wajib pajak mendapatkan tekanan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajak. Jika tidak adanya sanksi dalam pembayaran pajak, maka akan sedikit wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Dengan begitu, pajak yang diterima negara akan semakin kecil dan pemerintah tidak bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, wajib pajak yang menentang membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian negara berupa denda dan bunga dan untuk sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan (Yuliyanti et al., 2017). 
Sanksi administrasi adalah tindakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi administrasi lebih ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007, sanksi administrasi dapat berupa 3 sanksi, yaitu:
a. Denda
Sanksi administrasi berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan seperti tidak melaporkan SPT terlambat membayarkan pajak atau terlambat melaporkan SPT, dan lain-lain (https://bapenda.jakarta.go.id, 2024).  Besarnya denda yang dibayarkan ditetapkan berdasarkan presentasi jumlah tertentu, perkalian dari angka dan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Pelanggaran sanksi administrasi ini juga dapat ditambah dengan sanksi pidana tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
b. Bunga
Sanksi administrasi berupa bunga dihitung dengan persentase tertentu dari jumlah tertentu. Sanksi bunga utang tidak dihitung sacara harian, melainkan dihitung satu bulan penuh. Penyebab wajib pajak bisa dikenakan sanksi admnistrasi bunga dikarenakan wajib pajak melakukan pelanggaran yang menyebabkan utang pjaka menjadi besar.
c. Kenaikan 
Sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan dikenakan dengan menetapkan persentase tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah pajak yang tidak kurang dibayarkan. Penyebab wajib pajak bisa dikenakan sanksi administrasi kenaikan biasanya dikarenakan dalam penghitungan jumlah pajak terutang, wajib pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).
Sanksi pidana adalah upaya terakhir yang dilakukan pemerintah agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan (Savitri & Nuraina, 2017). Pelanggaran yang menimbulkan sanksi pidana adalah pelanggaran yang melibatkan ketidaksengajaan atau kealpaan dan pelanggaran yang melibatkan kesengajaan atau kelalaian. Dalam Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:
a. Denda pidana 
Denda pidana memiliki karakteristik yang berbeda dari sanksi admnistrasi, denda pidana dikenakan kepada wajib pajak. Tidak hanya wajib pajak saja yang harus membayar denda pidana, tetapi denda pidana juga dapat dijatuhkan kepada aparat pajak maupun kepada pihak ketiga yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Denda pidana dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran bersifat kejahatan.
b. Pidana kurungan 
Pidana kurungan diberikan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran, pidana kurungan lebih ringan yaitu maksimal kurungan satu tahun.
c. Pidana penjara 
Pidana penjara tidak hanya ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi juga ditujukan kepada wajib pajak dan kepada pejabat. Pidana penjara diberikan kepada tindak pidana yang bersifat kejahatan.
Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan kemungkinan wajib pajak melakukan tindak pidana seperti tidak mendaftarkan diri menyalagunakan NPWP, tidak melaporkan SPT, tidak menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap, menentang dilakukannya pemeriksaan, memperhatikan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain palsu atau dipalsukan, tidak membuat pembukuan dan atau pencatatan, dan tidak menyetorkan pajak akan dikenakan sanksi dua kali lipat apabila perbuatannya lewat satu tahun. 
Variabel ini diukur menggunakan indikator sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018). Sanksi harus jelas yang berikan kepada pelanggar, sanksi yang diberikan tidak mengenal tawar menawar, sanksi yang diberikan tidak berat sebelah, sanksi yang diberikan memberi efek jera (Rahayu, 2010). Pelanggar pajak menerima sanksi pidana cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan tidak berat, memberi sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan (Rusnan et al., 2021). Sanksi diberikan jika terlambat melaporkan dan membayarkan pajak, tingkat penerapan sanksi, tujuan dikenakan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mulyati & Ismanto, 2021).
[bookmark: _Toc204869396]2.1.5. Keadilan Pajak
Keadilan pajak adalah pemungutan pajak harus harus adil dan harus sesuai dengan pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka semakin besar pula pajak yang akan dikenakan.  Menurut Pulungan (2015), adil dalam perundang-undangan adalah menerapkan pajak secara umum, merata, sesuai kemampuan masing-masing wajib pajak, dan memberikan hak wajib pajak yaitu dengan cara mengajukan keberatan, dan penundaan pembayaran pajak. Masyarakat menganggap pajak sebagai beban yang harus dibayarkan sehingga diperlukannya kepastian oleh masyarakat untuk mendapatkan perlakuan adil dalam penerapan dan pemungutan pajak oleh negara (S. Wahyuni et al., 2022). Menurut Musgrave, keadilan pajak mencakup 2 hal yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal (Jan, 2022). 
1. Keadilan vertikal 
Keadilan vertikal adalah keadilan yang menekankan beban pajak sesuai dengan objek pajak. Keadilan vertikal merupakan keadaan dimana seseorang memiliki penghasilan lebih besar maka, akan membayar pajak yang lebih besar pula dan sebaliknya jika seseorang memiliki penghasilan kecil maka, pajak yang akna dibayarkan juga kecil. Keadilan ini berfokus pada perbedaan perekonomian setiap orang. Keadilan ini bertujuan untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial.
2. Keadilan horizontal 
Keadilan horizontal adalah keadilan perpajakan yang menekankan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan subjek pajak. Keadilan horizontal merupakan keadaan dimana dua orang memiliki posisi yang sama maka, akan membayar pajak dengan besar yang sama. Orang yang memiliki posisi, penghasilan, kemampuan yang sama harus membayar kewajiban pajak dengan jumlah yang sama pula.
Menurut Robbins & Judge (2012), keadilan dibagi menjadi tiga, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interaksional. Keadilan distributif adalah keadilan yang dirasakan individu, baik jumlah maupun alokasi penghargaan di antara para individu. Keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dalam mekanisme atau proses yang digunakan untuk menetapkan suatu hasil atau keputusan. Keadilan interaksional adalah persepsi seseorang merasa dihormati dan bermartabat. 
Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua jenis yaitu, keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalan jenis keadilan dalam bidang hukum publik yang menitikberatkan pada mekanisme pembagian kekayaan serta barang-barang yang diperoleh masyarakat. Keadilan korektif adalah mekanisme yang bertujuan untuk melakukan pembetulan atau pembenaran sesuatu yang salah dengan memberikan kompensasi kepada orang yang merasa dirugikan atau dengan menjatuhkan sanksi yang pantas dan sepadan bagi orang yang melakukan pelanggaran (Aristoteles, 2004).
Untuk mengukur variabel ini digunakan beberapa indikator seperti sistem perpajakan mencakup keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, keadilan dalam perumusan peraturan undang-undang, keadilan dalam implementasi peraturan dan ketentuan perpajakan, pajak yang dibayarkan sesuai manfaat yang didapatkan wajib pajak, pajak sesuai kemampuan untuk membayar kewajiban pajak (Ervana, 2019). Pembagian beban pajak pada wajib pajak dilakukan dengan seimbang atau proposional, pembagian beban pajak menyesuaikan dengan besaran penghasilan wajib pajak, pembagian beban pajak sesuai kemampuan wajib pajak (Fatimah & Wardani, 2017).
[bookmark: _Toc204869397]2.2. Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc191250706][bookmark: _Toc200541482]Tabel 2. 1 Tabel Penelitian TerdahuluDisambung ke halaman berikutnya

	[bookmark: _Hlk164113886]No.
	Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Widjaja et al. (2017)	Variable independent:
· Diskriminasi
· Pemeriksaan pajak

Variable dependen:
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak
	Diskriminasi    dan    pemeriksaan    pajak secara    simultan    berpengaruh terhadap penggelapan pajak

	2.
	Felicia & Erawati (2017)	Variable independent:
· System Perpajakan
· Sanksi Perpajakan
· Tarif Perpajakan

Variable Dependen:
persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak
	· System perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai  etika penggelapan pajak
· Sanksi perpajakan dan tarif perpajakan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

	3.
	D. Putri et al., (2019)	Variabel independent:
- Sistem Perpajakan
- Pemeriksaan Pajak
- Keadilan Pajak
- Tarif Pajak

Variabel dependen:
Etika Penggelapan Pajak 
	· Sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak

	4.
	Bianca & Tyas (2023)	Variabel independent:
· Diskriminasi
· Pemeriksaan Pajak

Variabel dependen:
· Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak
	Diskriminasi  dan  pemeriksaan  pajak  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

	5.
	Syamsiah et al. (2024)	Variabel independent:
· Sistem Perpajakan
· Keadilan Perpajakan
· Religiusitas Pajak
· Sanksi pajak

Variabel Dependen:
Persepsi Penggelapan Pajak Di Kabupaten Karawang
	· Religiusitas pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.
· Sistem perpajakan, keadilan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak


Sumber: Data diolah (2025)
Dalam penelitian terdahulu, variabel pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak diteliti secara terpisah dan dalam penelitian ini menggabungkan tiga variabel tersebut dengan menggunakan variabel terikat etika atas penggelapan pajak. Dalam penelitian ini juga menggunakan objek wajib pajak orang pribadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman yang terdaftar di Bapenda Samarinda.
[bookmark: _Toc204869398]2.3. Kerangka Konseptual
Variabel etika atas penggelapan pajak dalam penelitian ini diduga dipengaruhi oleh sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan keadilan pajak. Adapun kerangka konseptual yang dimaksud sebagaimana gambar berikut:
Etika Atas Penggelapan Pajak
Pemeriksaan Pajak
Sanksi Pajak
Keadilan Pajak
Teori Keadilan
Kesamaan Numerik
Kesamaan Proporsional









[bookmark: _Toc200540869][bookmark: _Toc200541828]Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Konseptual
Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dimana teori keadilan memiliki dua ukuran keseimbangan yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik adalah setiap manusia itu disamakan dalam satu unit seperti dalam hukum semua orang itu sama atau setara dalam artian tidak ada yang diistimewakan. Kesamaan numerik mencakup pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak. Petugas pajak harus menjalankan kewajibannya dengan memeriksa pajak dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar tanpa memandang, tanpa memihak wajib pajak tersebut dan harus tetap objektif dalam pemeriksaan dan dalam pemberian sanksi. Jika wajib pajak mendapatkan perlakuan adil dan tidak dibeda-bedakan akan mengubah persepsi wajib pajak lebih beretika dan tidak melakukan penggelapan pajak. Kesamaan proposional adalah setiap orang diberikan haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Kesamaan proposional mencakup sanksi pajak dan keadilan pajak. Semakin besar besar penggelapan yang dilakukan semakin besar pula sanksi yang akan diterima wajib pajak. Wajib pajak membayarkan kewajibannya yaitu dengan membayar pajak dengan begitu wajib pajak juga berhak untuk mendapatkan haknya seperti mendapatkan perlakuan adil, mendapatkan tarif yang sama dalam pemungutan pajak yaitu sebesar 10%.
[bookmark: _Toc204869399]2.4. Hipotesis
[bookmark: _Toc191539233][bookmark: _Toc204869400]2.4.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Atas Penggelapan Pajak
[bookmark: _Toc191539234]Apabila intensitas pemeriksaan pajak ditingkatkan maka, wajib pajak akan lebih beretika sehingga enggan untuk melakukan penggelapan pajak karena fiskus berpotensi untuk menemukan penggelapan pajak. Sebaliknya jika pemeriksaan pajak tidak sering dilakukan, maka ada kemungkinan wajib pajak kurang beretika sehingga akan melakukan penggelapan pajak dikarenakan wajib pajak menjadi lebih mudah dan leluasa untuk melakukan penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak dapat menghambat wajib pajak dalam menggelapkan pajak. Jika setelah dilakukannya pemeriksaan pajak wajib pajak terbukti melakukan penggelapan pajak, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan pajak yan berlaku. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengurangi perilaku tidak etis masyarakat dalam membayarkan pajaknya yaitu dengan melakukan penggelapan pajak. Sesuai dengan teori keadilan kesamaan numerik yaitu wajib pajak akan dianggap sama dan tidak ada yang diistimewakan dalam artian fiskus dalam pemeriksaan pemeriksaan pajak harus bersikap objektif, tidak memihak, dan tidak memandang pekerjaan maupun status sosial wajib pajak. Seperti dalam penelitian Widjaja et al. (2017), Agung et al. (2021), Christina & Ngadiman (2022) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Dengan penjelasan di atas maka, dapat dirumuskan sebagai berikut:
[bookmark: _Hlk204197273]H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak
[bookmark: _Toc204869401][bookmark: _Hlk188188829]2.4.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Etika Atas Penggelapan Pajak
[bookmark: _Toc191539235]Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus bersifat adil dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan atau sanksi terlalu lemah atau tidak tegas atau tidak dilaksanakan maka, wajib pajak akan beperilaku tidak etis yaitu dengan enggan membayarkan pajak yang telah ditetapkan dan jika pemungutan pajak bersifat tidak adil maka, wajib pajak akan merasa dirugikan. Sebaliknya, jika sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pemungutan pajak bersifat adil, maka akan mengubah persepsi wajib pajak sehingga wajib pajak akan berperilaku etis dan akan takut untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak akan merasa takut jika sanksi diberikan berat dan akan merubah etika wajib pajak yaitu dengan tidak melakukan penggelapan pajak. Jika wajib pajak ketahuan melakukan penggelapan pajak, maka akan dikenakan sanksi yang setimpal dan sejalan dengan teori keadilan kesamaan numerik dan kesamaan proposional yang dimana semua orang akan sama dimata hukum dan tidak ada yang diistimewakan.
Sanksi akan diberikan kepada semua wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar tanpa memandang pekerjaan atau pun status sosial wajib pajak. Dalam penelitian Putu et al. (2021), Adisty et al. (2017), Felicia & Erawati (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:
H2: Sanksi pajak berpengaruh siginifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak
[bookmark: _Toc204869402]2.4.3. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Etika Atas Penggelapan Pajak
Keadilan pajak memiliki potensi untuk memengaruhi terjadinya penggelapan pajak karena keadilan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yang dapat membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak membayarkan kewajibannya dan harus menerima manfaat sesuai dengan yang dibayarkannya. Jika wajib pajak merasa tidak menerima manfaat yang seharusnya, maka akan merubah persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sesuai dengan teori keadilan yaitu kesamaan numerik yaitu dimata hukum semua orang adalah sama dan tidak ada yang diistimewakan dimana semua wajib pajak membayar pajak tanpa melihat dari pekerjaan maupun status sosial wajib pajak. Variabel ini juga sejalan dengan teori keadilan yaitu kesamaan proporsional yang dimana wajib pajak telah melakukan kewajibannya dengan membayar pajak dan wajib pajak juga akan mendapatkan haknya. Dalam penelitian Putu et al. (2021), Pulungan (2015), Veronika & Saleh (2019) menyatakan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga adalah:
H3: Keadilan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak
[bookmark: _Toc204869403]2.5. Model Penelitian
[bookmark: _Toc191476114][bookmark: _Toc191539237]Dari kajian literatur dan pengembangan hipotesis yang sudah dipaparkan di atas, maka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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[bookmark: _Toc200540870][bookmark: _Toc200541829]Gambar 2. 2 Gambar Model Penelitian
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[bookmark: _Toc204869404]BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. [bookmark: _Toc204869405]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
3.1.1. [bookmark: _Toc191539240][bookmark: _Toc204869406]Pemeriksaan Pajak (X1)
Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan fiskus untuk memeriksa pajak wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman di kota Samarinda sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Suandy (2011); Christina & Ngadiman (2022);  Ervana (2019),variabel ini dapat diukur dengan indikator berikut:
1. [bookmark: _Toc191539241]Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu pemeriksaan dilakukan sesuai bukti yang kompeten 
2. Petugas pajak memberi tahu alasan dan tujuan pemeriksaan pajak
3. Pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman untuk jujur
4. Pemeriksaan dilaksanakan rutin untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman
5. Prosedur pemeriksaan
3.1.2. [bookmark: _Toc204869407]Sanksi pajak (X2)
[bookmark: _Toc191539242]Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman di kota Samarinda ketika melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018); Rahayu (2010), sanksi perpajakan dapat diukur menggunakan indikator berikut:
1. Sanksi adminisrasi dan sanksi pidana 
2. Sanksi yang ditetapkan jelas
3. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi
4. Sanksi memberi efek jera kepada pelanggar
3.1.3. [bookmark: _Toc204869408]Keadilan Pajak (X3)
[bookmark: _Toc191539243]Keadilan pajak adalah wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman di kota Samarinda mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak ada yang diistimewakan oleh petugas Bapenda Samarinda. Menurut (Robbins & Judge, 2012); (Jan, 2022), variabel ini dapat diukur dengan indikator berikut: 
1. Keadilan distributif yaitu petugas Bapenda Samarinda menetapkan tarif yang sama untuk setiap wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan  minuman
2. Keadilan prosedural yaitu petugas Bapenda Samarinda menerapkan prosedur pembayaran pajak yang sama kepada setiap wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman
3. Keadilan interaksional yaitu petugas pajak menunjukkan rasa hormat yang sama kepada setiap wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman selama proses pembayaran pajak
4. Keadilan vertikal yaitu wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman yang memiliki penjualan yang tinggi akan menyetorkan pajak yang tinggi pula
5. Keadilan horizontal yaitu wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman yang yang memiliki penjualan yang sama akan membayar jumlah pajak yang sama
3.1.4. [bookmark: _Toc204869409]Etika atas Penggelapan Pajak (Y)
Penggelapan pajak adalah perilaku yang tidak etis dan dapat merugikan daerah karena tidak bisa memberikan fasilitas yang memadai kepada masyarakat dikarenakan berkurangnya dana yang masuk ke dalam kas daerah sehingga menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Etika atas penggelapan pajak adalah perilaku seseorang yang baik untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Variabel ini diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut Ervana (2019); Pudyatmoko (2009):
1. Menyetorkan PBJT yang telah dipungut 
2. Menyampaikan SPTPD dengan benar
3. Tidak menyuap fiskus
4. Tidak melakukan perlawanan aktif wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman
3.2. [bookmark: _Toc204869410]Populasi dan Sampel
3.2.1. [bookmark: _Toc191539245][bookmark: _Toc204869411]Populasi
[bookmark: _Toc191539246]Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman di Samarinda yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Samarinda. Wajib pajak orang pribadi PBJT  yang terdaftar di Bapenda Samarinda tahun 2025 adalah sebanyak 2.125 wajib pajak.
3.2.2. [bookmark: _Toc204869412]Sampel
Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain non  probability  sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan secara tidak acak. Kategori  pengambilan  sampel  bertujuan dengan menggunakan kriteria tertentu (purposive  sampling). Untuk besaran sampel akan diperoleh menggunakan rumus slovin (Riyanto & Setyorini, 2024)




Keterangan:
n = Besaran Sampel
N = Besaran populasi
e =  persentase kesalahan pengambilan sampel
Berdasarkan data dari Bapenda Samarinda wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman yang terdaftar adalah sebanyak 2.125 wajib pajak dan berdasarkan perhitungan rumus slovin dengan batas toleransi kesalahan 5%, maka didapat sampel untuk penelitian ini setelah pembulatan adalah sebanyak 337 wajib pajak orang pribadi yang membayar PBJT makanan dan minuman di Samarinda. Kriteria sampel yang digunakan sebagai berikut:
1. Wajib pajak orang pribadi yang membayar PBJT atas makanan dan minuma di Kota Samarinda
2. Memiliki NPWPD
3. Telah membayar PBJT di atas 1 tahun
3.3. [bookmark: _Toc204869413]Jenis dan Sumber Data	
	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena data yang akan dikumpulkan berupa angka dan selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data yang sesuai. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan, seperti observasi langsung, penyebaran kuesioner, dokumentasi, dan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan analisis statistik (Riyanto & Setyorini, 2024). Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu sanksi pajak, pemeriksaan pajak, keadilan pajak sebagai variabel independen atau variabel bebas dan etika atas penggelapan pajak sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung saat dilakukannya selama penelitian (Waluya, 2007). Pada penelitian ini akan menyebarkan kuesioner langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang membayarkan PBJT makanan dan minuman (sumber pertama).


3.4.  Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data, penelitian ini mengumpulkan data dengan metode angket berupa kuesioner yang akan diberikan pada responden yaitu wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman yang berada di Kota Samarinda. Kuesioner tersebut akan berisi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Penyebaran kuesioner ini akan dibagikan secara langsung kepada responden dalam bentuk tertulis.
Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Skala likert digunakan untuk mengukur pendapat atau persepsi seseorang terhadap pernyataan yang diberikan. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 1-5 yang menunjukkan skor, angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS), angka 2 untuk tidak setuju (TS), angka 3 untuk netral (N), angka 4 untuk setuju (S), angka 5 untuk sangat tidak setuju (SS). 
3.5. [bookmark: _Toc204869414]Pilot Test
[bookmark: _Toc191539250]Pilot test digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas sebelum penelitian dilakukan dan kuesioner disebarkan kepada responden. Pilot test telah dilakukan dengan menyebarkannya secara online dengan menggunakan g-form dan telah diisi sebanyak 66 responden. 



3.5.1. [bookmark: _Toc204869415]Convergent Validity
Berdasarkan tabel 3.1, outer loadings bernilai ≥0,7 yang dimana memiliki nilai yang diharapkan. Dapat disimpulkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah valid.
[bookmark: _Toc200540866][bookmark: _Toc200541491][bookmark: _Toc200541808] Tabel 3. 1 Hasil Uji Convergent Validity
	Variabel
	Outer Loadings
	Keterangan

	X1.1
	0.900
	Valid

	X1.2
	0.886
	Valid

	X1.3
	0.781
	Valid

	X1.4
	0.794
	Valid

	X1.5
	0.857
	Valid

	X2.1
	0.753
	Valid

	X2.2
	0.827
	Valid

	X2.3
	0.799
	Valid

	X2.4
	0.775
	Valid

	X3.1
	0.759
	Valid

	X3.2
	0.861
	Valid

	X3.3
	0.833
	Valid

	X3.4
	0.797
	Valid

	X3.5
	0.855
	Valid

	Y1
	0.861
	Valid

	Y2
	0.821
	Valid

	Y3
	0.872
	Valid

	Y4
	0.854
	Valid


Sumber: Olahan data primer SmartPLS 4 (2025)
3.5.2. [bookmark: _Toc191539251][bookmark: _Toc204869416]Discriminant Validity
Berdasarkan tabel 3.2, setiap variabel memiliki nilai ≥0,7 yang berarti data tersebut mencerminkan pengukuran yang baik dari setiap variabel yang diteliti. 
[bookmark: _Toc200540867][bookmark: _Toc200541492][bookmark: _Toc200541809]Tabel 3. 2 Hasil Uji Discriminant Validity 
	
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0.900
	0.526
	0.505
	0.804

	X1.2
	0.886
	0.531
	0.446
	0.785

	X1.3
	0.781
	0.406
	0.393
	0.661

	X1.4
	0.794
	0.490
	0.390
	0.632

	X1.5
	0.857
	0.438
	0.429
	0.801

	X2.1
	0.363
	0.753
	0.397
	0.321

	X2.2
	0.550
	0.827
	0.438
	0.500

	X2.3
	0.419
	0.799
	0.561
	0.339

	X2.4
	0.419
	0.775
	0.538
	0.439

	X3.1
	0.409
	0.505
	0.759
	0.425

	X3.2
	0.345
	0.534
	0.861
	0.395

	X3.3
	0.381
	0.521
	0.833
	0.375

	X3.4
	0.570
	0.471
	0.797
	0.521

	X3.5
	0.360
	0.480
	0.855
	0.446

	Y1
	0.703
	0.435
	0.379
	0.861

	Y2
	0.691
	0.490
	0.586
	0.821

	Y3
	0.804
	0.428
	0.394
	0.872

	Y4
	0.783
	0.430
	0.469
	0.854


Sumber: Olahan data primer SmartPLS 4 (2025)
3.5.3. [bookmark: _Toc191539252][bookmark: _Toc204869417]Composite Reliability
Berdasarkan tabel 3.3, nilai yang dihasilkan setiap variabel sangat baik yaitu dengan memiliki nilai di atas 0,8, maka memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.
[bookmark: _Toc200540868][bookmark: _Toc200541493][bookmark: _Toc200541810]Tabel 3. 3 Hasil Uji Composite Reliability
	
	Cronbach's alpha 
	Composite reliability (rho_a) 
	Composite reliability (rho_c) 
	Average variance extracted (AVE) 

	X1
	0.899
	0.908
	0.926
	0.714

	X2
	0.801
	0.820
	0.868
	0.623

	X3
	0.880
	0.885
	0.912
	0.675

	Y
	0.874
	0.877
	0.914
	0.726


Sumber: Olahan data primer SmartPLS 4 (2025)


3.6. [bookmark: _Toc204869418]Metode Analisis Data
[bookmark: _Toc191539254]Penelitian ini dalam menganalisis datanya dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 4. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Structural Equation Model – partial least Square (SEM-PLS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, outer model, inner model, dan uji hipotesis.
3.6.1. [bookmark: _Toc204869419]Statistik Deskriptif
[bookmark: _Toc178778490][bookmark: _Toc191539255]Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel dengan menghitung rata-rata (mean), median, modus, mencari deviasi standar (M. Wahyuni, 2020). Untuk menentukan nilai variabel x dan variabel y, maka analisis yang digunakan adalah rata-rata dari setiap variabel yang digunakan.
3.6.2. [bookmark: _Toc204869420]Outer Model
3.6.2.1. Convergent Validity
Convergent Validity adalah hubungan keterkaitan antara skor yang dihasilkan indikator refleksif dengan skor variabel latennya. Jika memiliki nilai loading sebesar 0,5 - 0,6 dianggap cukup dan nilai loading sebesar 0,7 adalah nilai yang diharapkan. (Riyanto & Setyorini, 2024).
3.6.2.2. Discriminant Validity
Discriminant validity adalah membandingkan nilai square root of averange variance extracted (AVE) masing-masing konstruk dengan konstruk lainnya. Suatu konstruk dikategorikan memiliki discriminant validity  dikatakan baik, jika AVE konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya (Riyanto & Setyorini, 2024).
3.6.2.3. Composite reliability
[bookmark: _Toc191539256]Tujuan Composite reliability digunakan untuk mengukur reliabitlitas suatu konstruk. Composite reliability  diharapkan memiliki nilai ≥0,7 dan jika nilai composite reliability di atas 0,8 maka, data memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi (Musyaffi et al., 2022).
3.6.3. [bookmark: _Toc204869421]Inner Model
3.6.3.1.  F-Square
F-square digunakan sebagai indikator untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel dengan effect size. Jika F-Square memiliki nilai 0,35 mengindikasikan bahwa model memiliki pengaruh yang kuat, jika memiliki nilai 0,15 mengindikasikan bahwa model memiliki pengaruh yang moderat/sedang, dan jika memiliki nilai 0,02 mengindikasikan bahwa model memiliki pengaruh yang lemah (I Ghozali & H Latan, 2015).
3.6.3.2.  R-Square
R-Square merupakan koefisien determinasi pada suatu variabel dependen. Nilai R-Square menggambarkan jumlah variasi dari konstruk yang dijelaskan oleh model. Nilai R-Square adalah sebesar 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), dan 0,19 (lemah) (Musyaffi et al., 2022).



3.6.3.3. Estimasi Koefisien jalur
[bookmark: _Toc191539257]Estimasi koefisien jalur harus signifikan dengan proses bootstraping. Koefisien jalur mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel laten dalam model struktural (I Ghozali & H Latan, 2015).
3.6.4. [bookmark: _Toc204869422]Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis menggunakan metode full model structural equation modeling (SEM). Tujuan uji hipotesis digunakan yaitu untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Kriteria pengambilan keputusan dengan taraf signifikansi 5% (S. Wahyuni, 2020):
1. Jika nilai signifikansi ≤0,05 dan koefisien berarah positif, maka hipotesis diterima
2. Jika nilai signifikansi >0,05 atau koefisien berarah negatif, maka hipotesis ditolak
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[bookmark: _Toc204869423]BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. [bookmark: _Toc204869424] Data Responden 
[bookmark: _Toc198331734][bookmark: _Toc198331748][bookmark: _Toc200541236][bookmark: _Toc200541507][bookmark: _Toc200541772][bookmark: _Toc202213028]Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui persebaran kuesioner dan kuesioner dubagikan secara offline kepada responden yang telah ditentukan kriterianya. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar PBJT atas makanan dan minuman di Samarinda. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh 353 responden. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 347 kuesioner. Jumlah kuesioner yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 5 kuesioner yaitu terdapat 4 responden yang membayar pajak dibawah 1 tahun dan terdapat 1 responden yang tidak mendaftarkan NPWPD.
Tabel 4. 1 Data Distribusi Sampel Penelitian
	No.
	Keterangan
	Jumlah

	1.
	Jumlah kuesioner yang disebar
	353

	2.
	Jumlah kuesioner yang kembali
	347

	3.
	Jumlah kuesioner yang tidak memenuhi kriteria
	5

	4.
	Jumlah kuesioner yang dapat diolah
	342


Sumber: Data primer yang diolah, 2025
4.1.1. [bookmark: _Toc204869425]Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Hasil responden berdasarkan jenis kelamin yang diperoleh dari kuesioner yang disebar disajikan dalam tabel 4.2
[bookmark: _Toc200541237][bookmark: _Toc200541508][bookmark: _Toc200541773][bookmark: _Toc202213029]Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase

	Laki-laki
	158
	46%

	Perempuan
	184
	54%

	Total
	342
	100%


Sumber: Hasil Olah Data, 2025
Berdasarkan data karakteristik responden menurut jenis kelamin yang telah disajikan pada tabel 4.2 tercatat bahwa sebanyak 158 responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 46% dan tercatat sebanyak 184 responden yang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 54%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan.
4.1.2. [bookmark: _Toc204869426]Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
[bookmark: _Hlk198333677]Hasil responden berdasarkan usia yang diperoleh dari kuesioner yang disebar disajikan dalam tabel 4.3
[bookmark: _Toc200541238][bookmark: _Toc200541509][bookmark: _Toc200541774][bookmark: _Toc202213030]Tabel 4. 3 Usia Responden
	Usia
	Jumlah
	Persentase

	< 25 tahun
	8
	2%

	26 – 35 tahun
	146
	43%

	36 – 45 tahun
	162
	47%

	> 45 tahun
	26
	8%

	Total
	342
	100%


Sumber: Hasil Olah Data, 2025
[bookmark: _Hlk198334299]Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini berusia <25 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 2%, responden pada rentang usia 26-35 tahun sebanyak 146 orang dengan persentase 43%, responden pada rentang usia usia 36-45 tahun sebanyak 162 orang dengan persentase 47%, responden pada usia >45 tahun sebanyak 26 orang dengan persentase 8%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usia responden berada pada kelompok usia 36 - 45 tahun.

4.2. [bookmark: _Toc204869427] Statistik Deskriptif
4.2.1. [bookmark: _Toc204869428]Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak
Variabel pemeriksaan pajak diukur menggunakan lima indikator. Berikut tabel hasil analisis statistik deskriptif yang digambarkan dengan hasil rata-rata:
[bookmark: _Toc200541239][bookmark: _Toc200541510][bookmark: _Toc200541775][bookmark: _Toc202213031]Tabel 4. 4 Deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.1
	3
	21
	62
	171
	85
	3,9

	X1.2
	3
	19
	84
	154
	82
	3,9

	X1.3
	5
	20
	75
	164
	78
	3,8

	X1.4
	4
	11
	74
	160
	78
	4

	X1.5
	3
	13
	67
	163
	96
	4

	Rata-rata (mean) Variabel
	3,9


Sumber: Hasil Olah Data, 2025
[bookmark: _Hlk199165360]Berdasarkan Tabel 4.4, hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.1 diperoleh nilai mean 3,9 yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak harus dilakukan berdasarkan bukti yang kompeten.hasil deskriptif dari pernyataan X1.2 diperoleh nilai mean 3,9 yang menunjukkan bahwa pemeriksan memberi tahu alasan dan tujuan pemeriksaan pajak dilakukan. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.3 diperoleh nilai mean 3,8 yang menunjukkan dengan adanya pemeriksaan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk jujur. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.4 diperoleh nilai mean 4 yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.5 diperoleh nilai mean 4 yang menunjukkan pemeriksaan pajak dilaksanakan secara benar dan jujur.
4.2.2. [bookmark: _Toc204869429]Analisis Deskriptif Sanksi Pajak
Variabel sanksi pajak diukur menggunakan empat indikator. Berikut tabel hasil analisis statistik deskriptif yang digambarkan dengan hasil rata-rata:
[bookmark: _Toc200541240][bookmark: _Toc200541511][bookmark: _Toc200541776][bookmark: _Toc202213032]Tabel 4. 5 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.1
	3
	20
	83
	135
	101
	3,9

	X2.2
	4
	20
	69
	165
	84
	3,9

	X2.3
	5
	23
	90
	141
	83
	3,8

	X2.4
	2
	13
	93
	153
	81
	3,9

	Rata-rata (mean) Variabel
	3,9


Sumber: Hasil Olah Data, 2025
Berdasarkan Tabel 4.5, hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.1 diperoleh nilai mean 3,9 yang menunjukkan sanksi administrasi maupun pidana yang dikenakan berat. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.2 diperoleh nilai mean 3,9 yang menunjukkan sanksi yang diberikan jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil analisis deskriptif dari X2.3 diperoleh nilai mean 3,8 yang menunjukkan sanksi yang diberikan tidak ada toleransi dan negosiasi. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.4 diperoleh nilai mean 3,9 yang menunjukkan sanksi yang diberikan memberi efek jera bagi pelanggar.
4.2.3. [bookmark: _Toc204869430]Analisis Deskriptif Keadilan Pajak
Variabel keadilan pajak diukur menggunakan lima indikator. Berikut tabel hasil analisis statistik deskriptif yang digambarkan dengan hasil rata-rata:
[bookmark: _Toc200541241][bookmark: _Toc200541512][bookmark: _Toc200541777][bookmark: _Toc202213033]Tabel 4. 6 Deskriptif Variabel Keadilan Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean) Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X3.1
	2
	26
	66
	144
	104
	3,9

	X3.2
	1
	22
	63
	171
	85
	3,9

	X3.3
	2
	16
	77
	168
	79
	3,9

	X3.4
	4
	23
	67
	146
	102
	3,9

	X3.5
	0
	25
	58
	176
	83
	3,9

	Rata-rata (mean) Variabel
	3,9


Sumber: Hasil Olah Data, 2025
Berdasarkan Tabel 4.6, hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.1 diperoleh nilai mean 3,9 yang menunjukkan petugas Bapenda menetapkan tarif yang sama kepada semua wajib pajak orang pribadi yang memungut PBJT makanan dan minuman. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.2 diperoleh nilai mean 3,9 yang menunjukkan petugas Bapenda memberlakukan prosedur pembayaran pajak yang sama kepada setiap wajib pajak orang pribadi yang membayar PBJT makanan dan minuman.hasil analisis deskriptif dari pernyataan X3.4 diperoleh nilai mean 3,9 yang menunjukkan wajib pajak orang pribadi yang membayar PBJT menyetorkan pajka yang tinggi apabila memiliki penjualan yang tinggi. Hasil analisis deskriptif dari pernytaan X3.5 diperoleh nilai mean 3,9 yang menunjukkan wajib pajak orang pribadi yang membayar PBJT makanan dan minuman yang memiliki hasil penjualan yang sama akan membayar pajak dengan jumlah yang sama.
4.3. [bookmark: _Toc204869431] Outer Model
4.3.1. [bookmark: _Toc204869432]Convergent Validity
Nilai convergent validity dianggap cukup jika nilai sebesar 0,5 – 0,6 dan jika nilai loading sebesar 0,7 adalah nilai yang diharapkan (Riyanto & Setyorini, 2024). Nilai outer loading  dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc200541242][bookmark: _Toc200541513][bookmark: _Toc200541778]
[bookmark: _Toc202213034]Tabel 4. 7 Hasil Uji Convergent Validity
	Variabel
	Instrumen
	Outer Loadings
	Keterangan

	Pemeriksaan Pajak
	X1.1
	0.728
	Valid

	
	X1.2
	0.759
	Valid

	
	X1.3
	0.760
	Valid

	
	X1.4
	0.752
	Valid

	
	X1.5
	0.740
	Valid

	Sanksi Pajak
	X2.1
	0.758
	Valid

	
	X2.2
	0.803
	Valid

	
	X2.3
	0.790
	Valid

	
	X2.4
	0.746
	Valid

	Keadilan Pajak
	X3.1
	0.766
	Valid

	
	X3.2
	0.776
	Valid

	
	X3.3
	0.753
	Valid

	
	X3.4
	0.746
	Valid

	
	X3.5
	0.753
	Valid

	Etika atas Penggelapan Pajak
	Y1
	0.780
	Valid

	
	Y2
	0.753
	Valid

	
	Y3
	0.778
	Valid

	
	Y4
	0.750
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Dalam Tabel 4.7 menunjukkan semua indikator dari outer loading  memiliki nilai >0,7 yang menunjukkan bahwa konstruk dapat diterima. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa indikator dalam penelitian baik digunakan.
4.3.2. [bookmark: _Toc204869433]Discriminant Validity
Uji validitas adalah membandingkan nilai AVE tiap konstruk dengan konstruk lainnya (Riyanto & Setyorini, 2024). Nilai cross loading  dapat dilihat pada tabel 4.8
[bookmark: _Toc200541244][bookmark: _Toc200541514][bookmark: _Toc200541779][bookmark: _Toc202213035]Tabel 4. 8 Hasil Uji Discriminant Validity 
	Variabel
	X1
	X2
	X3
	Y1

	X1.1
	0.728
	0.369
	0.430
	0.511

	X1.2
	0.759
	0.424
	0.386
	0.402

	X1.3
	0.760
	0.408
	0.366
	0.393

	X1.4
	0.752
	0.413
	0.395
	0.385

	X1.5
	0.740
	0.412
	0.417
	0.422

	X2.1
	0.461
	0.758
	0.548
	0.445

	X2.2
	0.433
	0.803
	0.453
	0.376

	X2.3
	0.375
	0.790
	0.418
	0.365

	X2.4
	0.394
	0.746
	0.513
	0.384

	X3.1
	0.401
	0.554
	0.766
	0.427

	X3.2
	0.438
	0.462
	0.776
	0.413

	X3.3
	0.427
	0.448
	0.753
	0.411

	X3.4
	0.397
	0.444
	0.746
	0.366

	X3.5
	0.373
	0.472
	0.753
	0.408

	Y1.1
	0.467
	0.450
	0.454
	0.780

	Y1.2
	0.398
	0.376
	0.420
	0.753

	Y1.3
	0.419
	0.354
	0.364
	0.778

	Y1.4
	0.463
	0.374
	0.393
	0.750


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Dalam Tabel 4.8 menunjukkan nilai cross loading variabel >0,5 dan nilai korelasi variabel dengan indikator sudah lebih besar dibandingkan dengan ukuran variabel latennya. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah pada validitas diskriminan dan memiliki validitas diskriminan yang baik.
4.3.3. [bookmark: _Toc204869434]Composite Reliability
Composite reability  digunakan unutk mengukur reabilitas dan diharapkan memiliki nilai ≥0,7 dan jika composite reability  memiliki nilai >0,8 maka, data memiliki tingkat reabilitas yang tinggi (Musyaffi et al., 2022).
	[bookmark: _Toc200541245][bookmark: _Toc200541515][bookmark: _Toc200541780]Variabel
	Cronbach's alpha
	Composite reliability
	Keterangan

	Pemeriksaan Pajak
	0.804
	0.864
	Reliabel

	Sanksi Pajak
	0.778
	0.857
	Reliabel

	Keadilan pajak
	0.816
	0.872
	Reliabel

	Etika atas Penggelapan Pajak
	0.765
	0.850
	Reliabel


[bookmark: _Toc202213036]Tabel 4. 9 Hasil Uji Composite Reliability
Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Dalam Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dan composite reliability memiliki nilai ≥ 0,7. Hal ini menunjukkan kestabilan instrumen dan tingkat konsisten. Sehingga pernyataan yang diberikan kepada responden stabil dan konsisten. Dengan begitu dapat dibuktikkan bahwa setiap pernytaan reliabel dan memenuhi syarat.
4.4. [bookmark: _Toc204869435] Inner Model
4.4.1. [bookmark: _Toc204869436]F-Square
[bookmark: _Toc202213037]F-square digunakan untuk menghitung pengaruh antar variabel dengan effect size. Jika F-Square memiliki nilai 0,35 menunjukkan model kuat, jika memiliki nilai 0,15 menunjukkan model moderat/sedang, dan jika memiliki nilai 0,02 menunjukkan model lemah. Hasil olahan data F-Square dapat dilihat pada tabel 4.10
Tabel 4. 10 Hasil Uji F-Square
	Keterangan
	F-Square

	Pemeriksaan Pajak (X1)
	0,137

	Sanksi Pajak (X2)
	0,027

	Keadilan Pajak (X3)
	0,054


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
4.4.2. [bookmark: _Toc204869437]R-Square
[bookmark: _Toc202213038]Nilai R-Square menggambarkan jumlah variasi dari konstruk yang dijelaskan oleh model. Jika R-Square memiliki nilai 0,67 menunjukkan model kuat, jika memiliki nilai 0,33 menunjukkan model moderat/sedang, dan jika nilai R-Square menunjukkan nilai 0,19 menunjukkan model lemah. Hasil olah data R-Square dapat dilihat pada Tabel 4.11.
Tabel 4. 11 Hasil Uji R-Square
	Keterangan
	R-Square

	Etika atas Penggelapan Pajak
	0,416


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Dalam Tabel 4.14 menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,416 yang berarti 41,6%, hal ini menunjukkan bahwa variabel etika atas penggelapan pajak menunjukkan model moderat/sedang dan sisanya sebesar 58,4% yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
4.4.3. [bookmark: _Toc204869438][image: ]Estimasi Koefisien Jalur











[bookmark: _Toc200541841]Gambar 4. 1 Hasil Bootstraping
Sumber: Data Diolah, 2025
4.5. [bookmark: _Toc204869439]Pengujian Hipotesis
[bookmark: _Toc200541248][bookmark: _Toc200541518][bookmark: _Toc200541783][bookmark: _Toc202213039]Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Kriteria pengambilan keputusan dengan taraf signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi ≤0,05 dan koefisien berarah positif, maka hipotesis diterima dan jika nilai signifikansi >0,05 atau koefisien berarah negative, maka hipotesis ditolak (M. Wahyuni, 2020). Hasil olah data dapat dilihat pada Tabel 4.12.
Tabel 4. 12 Hasil Path Coefficient
	
	Original Sample (O)
	P Values

	X1 -> Y
	0,352
	0,000

	X2 -> Y
	0,170
	0,008

	X3 -> Y
	0,239
	0,000


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Berdasarkan hasil olahan uji hipotesi yang telah dilakukan dalam Tabel 4.12, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Hasil uji hipotesis pertama diperoleh nilai P values sebesar 0,000  (≤ 0,05) maka, dapat dikatakan signifikan. Nilai original sample sebesar 0,352 yang mengarah positif. Dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak, sehingga H1 diterima.
2. Hasil uji hipotesis pertama diperoleh nilai P values sebesar 0,008 (≤ 0,05) maka, dapat dikatakan signifikan. Nilai original sample sebesar 0,170 yang mengarah positif. Dapat diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak, sehingga H2 diterima.
3. Hasil uji hipotesis pertama diperoleh nilai P values sebesar 0,000 (≤ 0,05) maka, dapat dikatakan signifikan. Nilai original sample 0,239 yang mengarah positif. Dapat diartikan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak, sehingga H3 diterima.
4.6. [bookmark: _Toc204869440] Pembahasan 
Dapat disimpulkan, dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat dilihat dalam Tabel 4. 13
[bookmark: _Toc200541249][bookmark: _Toc200541519][bookmark: _Toc200541784][bookmark: _Toc202213040]Tabel 4. 13 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis
	Hipotesis
	Keterangan

	H1
	Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak
	Diterima

	H2
	Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak
	Diterima

	H3
	Keadilan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak
	Diterima


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
4.6.1. [bookmark: _Toc204869441]Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika atas Penggelapan Pajak
[bookmark: _Hlk199892921][bookmark: _Hlk204201014]Dalam hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara untuk mengurangi perilaku yang tidak etis masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Apabila intensitas pemeriksaan pajak sering dilakukan maka, wajib pajak akan enggan melakukan penggelapan pajak karena petugas pajak akan berpotensi untuk menemukan kecurangan tersebut. Jika pemeriksaan pajak jarang dilakukan maka, wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak dikarenakan wajib pajak akan menjadi lebih mudah dan leluasa untuk melakukan penggelapan pajak.
Semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak maka akan semakin tinggi etika wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, jika intensitas pemeriksaan pajak rendah maka, semakin rendah etika wajib pajak sehingga melakukan penggelapan pajak. Dalam data analisis deskriptif yang tersaji dalam Tabel 4. 4 menunjukkan bahwa jawaban responden memiliki rata-rata sebesar 3,9 maka, termasuk dalam kategori netral. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan perilaku etis yaitu dengan meningkatkan pemeriksaan pajak secara berkala.
Berdasarkan teori keadilan, pemeriksaan pajak termasuk dalam kesamaan numerik karena saar dilakukannya pemeriksaan, petugas pajak harus memeriksa pajak tanpa memandang pekerjaan atau status sosial wajib pajak tersebut dan pemeriksaan pajak harus tetap bersikap objektif selama pemeriksaan tersebut berlangsung. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan wajib pajak untuk meningkatkan perilaku etis untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widjaja et al. (2017), Agung et al. (2021), dan Christina & Ngadiman (2022) yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika atas penggelapan pajak. 
4.6.2. [bookmark: _Toc204869442]Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Etika atas Penggelapan Pajak
Dalam hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak. Sanksi perpajakan harus diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Apabila sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau sanksi yang diberikan bersifat lemah atau tidak tegas maka, hal ini dapat mendorong wajib pajak berperilaku tidak etis yaitu dengan melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, jika sanksi pajak diberikan sesuai dengan ketentuan dan sanksi yang diberikan tegas maka, akan mengubah persepsi wajib pajak untuk berperilaku etis yaitu dengan tidak melakukan penggelapan pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan tingkat sanksi pajak yang tinggi diharapkan memiliki tingkat etika yang tinggi juga dengan tidak melakukan penggelapan pajak. 
Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi etika wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, jika  sanksi pajak lemah maka, semakin rendah etika wajib pajak sehingga melakukan penggelapan pajak. Dalam data analisis deskriptif yang tersaji dalam Tabel 4. 5 menunjukkan bahwa jawaban responden memiliki rata-rata sebesar 3,9 maka, termasuk dalam kategori netral. Sanksi yang dibuat cukup memberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar aturan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak untuk meningkatkan perilaku etis untuk tidak melakukan penggelapan pajak.
Berdasarkan teori keadilan, sanksi pajak termasuk dalam kesamaan numerik karena jika ada wajib pajak yang melanggar, maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang pekerjaan dan status sosial wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki tingkat etika yang tinggi yaitu tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi pajak juga termasuk dalam kesamaan proposional karena semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan wajib pajak maka, semakin berat pula sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliyanti et al. (2017), Adisty et al. (2017), dan Felicia & Erawati (2017) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika atas penggelapan pajak. 
4.6.3. [bookmark: _Toc204869443]Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Etika atas Penggelapan Pajak
Dalam hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan keadilan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak. Ketika wajib pajak memiliki tingkat penjualan yang tinggi maka, jumlah pajak yang akan disetorkan oleh wajib pajak juga akan lebih besar. Jika wajib pajak memiliki penjualan yang sama maka, wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang sama. Wajib pajak juga harus mendapatkan perlakuan yang adil mulai dari tarif yang ditetapkan yaitu 10%, pemberlakuan prosedur yang sama, dan juga rasa hormat yang didapatkan oleh wajib pajak selama proses pemabayaran pajak. Jika wajib tidak merasakan adanya keadilan maka, akan merubah persepsi wajib pajak untuk enggan membayarkan pajaknya dan jika wajib pajak merasakan adanya keadilan maka, wajib pajak akan memiliki etika yang tinggi sehingga enggan untuk melakukan penggelapan pajak. 
Tingginya tingkat keadilan dalam pajak maka cenderung akan mendorong peningkatan etika wajib pajak sehingga wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, jika keadilan pajak rendah atau menurun maka, semakin rendah pula etika wajib pajak sehingga melakukan wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. Dalam data analisis deskriptif yang tersaji dalam Tabel 4. 6 menunjukkan bahwa jawaban responden memiliki rata-rata sebesar 3,9 maka, termasuk dalam kategori netral. Dengan adanya keadilan pajak diharapkan wajib pajak meningkatkan perilaku etis untuk menghindari melakukan penggelapan pajak.
Dalam teori keadilan, keadilan pajak termasuk dalam kesamaan numerik dan juga kesamaan proposional. Jika wajib pajak mendapatkan perlakuan adil dan tidak dibeda-bedakan akan mengubah persepsi wajib pajak untuk lebih beretika dan tidak melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak telah membayarkan kewajibannya dengan membayarkan pajak maka, wajib pajak juga harus mendapatkan haknya seperti mendapatkan perlakuan yang sama dari petugas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putu et al. (2021), Pulungan (2015), dan Veronika & Saleh (2019) yang menyatakan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika atas penggelapan pajak. 
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[bookmark: _Toc204869444]BAB V
PENUTUP

5.1. [bookmark: _Toc204869445] Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan, yaitu:
1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi  Pajak Barang dan Jasa Tertentu makanan dan minuman di Kota Samarinda 
2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap etika atas penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu makanan dan minuman di Kota Samarinda
3. Keadilan pajak berpengaruh signifikan dan positif  terhadap etika atas penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu makanan dan minuman di Kota Samarinda
5.2. [bookmark: _Toc204869446] Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu responden menganggap data dalam kuesioner bersifat rahasia sehingga banyak wajib pajak yang menolak untuk mengisi kuesioner. 
5.3. [bookmark: _Toc204869447] Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu:
1. Bagi Pemerintah Kota Samarinda,  dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengolah informasi tersebut dalam pembuatan regulasi terkait PBJT makanan dan minuman.
2. Bagi Bapenda Kota Samarinda selaku pemungut pajak daerah, diharapkan bisa meningkatkan intesitas pemeriksaan pajak, penerapan sanksi pajak yang tegas, dan keadilan dalam pembayaran pajak agar mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa memperluas objek seperti wajib pajak badan serta menambah jumlah responden yang lebih besar agar mendapatkan hasil yang lebih general. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengubah atau menambah variabel lain yang  tidak digunakan dalam penelitian ini seperti tarif pajak,  sistem perpajakan,  diskriminasi  perpajakan
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Lampiran 1 Kuisioner Penelitian
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Dalam rangka untuk menyusun skripsi berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Etika atas Penggelapan Pajak” oleh karena itu dibutuhkan data untuk judul penelitian ini.
Identitas Peneliti
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NIM			: 2101036148
Program Studi	: S1-Akuntansi
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Dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk berkenan meluangkan waktu dan mengisi kuisioner di bawah ini dengan lengkap dan sesuai ketentuan. Adapun seluruh jawaban yang dituliskan pada kuisisoner ini akan saya jaga kerahasiaannya.
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        	Hormat Saya,







Angelica Mulya Nova Kirana


[bookmark: _Hlk181870456][bookmark: _Hlk192493147]KARAKTERISTIK RESPONDEN
Beri tanda centang  (✓) sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i
1. Nama pemilik usaha	: 				(boleh tidak diisi)
2. Nama usaha		:				(boleh tidak diisi)
3. Jenis Kelamin	: 
Wanita

Pria

4. Usia		: 
26 - 35 tahun

<25 tahun



Tidak terdaftar
a. >45 tahun


Terdaftar


>45 tahun
b. >45 tahun

36 – 45 tahun



5. NPWPD	:

≤ 1 tahun

≥ 1 tahun
c. >45 tahun



6. Lama membayar PBJT : 

Petunjuk pengisian:
Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai diantara alternatif yang ada dengan memberi tanda centang (✓)

Keterangan:
STS	: Sangat Tidak setuju
TS 	: Tidak Setuju
N	: Netral
S 	: Setuju
SS	: Sangat Setuju

[bookmark: _Hlk184811088]DAFTAR PERNYATAAN
1. Etika Penggelapan Pajak
	[bookmark: _Hlk187921899]No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1. 
	Wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman harus menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah PBJT yang dipungut
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar
	
	
	
	
	

	3.
	Menyuap fiskus adalah tindakan illegal dan tidak etis
	
	
	
	
	

	4.
	Memalsukan dokumen atau pembukuan merupakan tindakan illegal dan tidak etis
	
	
	
	
	



2. Pemeriksaan Pajak
	[bookmark: _Hlk187921851]No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1. 
	Pemeriksaan pajak harus dilskukan berdasarkan bukti yang kompeten
	
	
	
	
	

	2.
	Pemeriksa pajak harus memberi tahu alasan dan tujuan pemeriksaan pajak 
	
	
	
	
	

	3.
	Pemeriksaan pajak dapat mendorong wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman untuk jujur
	
	
	
	
	

	4.
	Pemeriksaan pajak harus dilakukan secara rutin
	
	
	
	
	

	5.
	Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan secara benar dan jujur
	
	
	
	
	



3. Sanksi Pajak
	[bookmark: _Hlk187921879]No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dikenakan sangat berat
	
	
	
	
	

	2.
	Sanksi yang diberikan jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
	
	
	
	
	

	3.
	Sanksi yang diberikan tidak ada toleransi negosiasi
	
	
	
	
	

	4.
	Sanksi yang diberikan memberikan efek jera bagi pelanggar
	
	
	
	
	



4. Keadilan Pajak
	[bookmark: _Hlk187921829]No.
	Pernyataan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Petugas Bapenda Samarinda menetapkan tarif yang sama untuk setiap wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan  minuman
	
	
	
	
	

	2.
	[bookmark: _Hlk190289456]Petugas Bapenda Samarinda memberlakukan prosedur pembayaran pajak yang sama kepada setiap wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman
	
	
	
	
	

	3.
	Petugas pajak menunjukkan rasa hormat yang sama kepada setiap wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman selama proses pembayaran pajak
	
	
	
	
	

	4.
	Wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman yang memiliki penjualan yang tinggi akan menyetorkan pajak yang tinggi pula
	
	
	
	
	

	5.
	wajib pajak orang pribadi PBJT makanan dan minuman yang yang memiliki penjualan yang sama akan membayar jumlah pajak yang sama
	
	
	
	
	





 


Lampiran 2 Hasil Olahan Data SmartPLS 4
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4) F-Square
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5) R-Square
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6) [image: ]Path Coefficients
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